
Sumber Data : 

Penetapan:

6.
3

Indikator Kinerja :

CAMAT KALIANGKRIK

SUPARYANTO, S.H.

NIP. 19791228199801001

6.3.5.1.1.02b

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Nonperizinan pada Urusan 
Pemerintahan

6.3.5.2.1.01a
Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

6.3.6.2.1.01

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 
Vertikal di Wilayah Kecamatan

6.3.6.1.2.02b
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan 
Usaha Ekonomi Masyarakat

6.3.6.3.1 Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan 
Pengawasan Pemerintahan Desa

6.3.6.1.2 Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang 
dibina

6.3.6.1.2.01a
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 
Ditingkatkan Kapasitasnya

6.3.6.1.2.01a
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Ditingkatkan Kapasitasnya

6.3.6.1.2 Jumlah lembaga kemasyarakatan 
desa yang dibina

6.3.6.3.1.06f Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka 
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

6.3.5.2.1.02b

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD

6.3.5.2.2.02b
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

6.3.5.2.2 Jumlah Kegiatan yang dikelola

POHON KINERJA
KECAMATAN KALIANGKRIK KABUPATEN MAGELANG

Visi
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” 

(SEDAYA AMANAH)
Perubahan Rencana Strategis PD Kecamatan
Kaliangkrik 2019-2024

Misi 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.
Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26
tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis 
Perangkat Daerah Kabupaten Magelang tahun
2019-2024

TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel

Indikator Kinerja : 6 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja : 6.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

CAMAT

Sasaran PD : Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Teknis Kewilayahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 
Kecamatan (SKM)

Indikator Kinerja : 6.3.6
Persentase  penyelenggaraan pemerintahan di 

kecamatan

SEKRETARIS KECAMATAN

6.3.6.1
Persentase Desa Yang Tertib 

Administrasi
6.3.6.2

Persentase Koordinasi Penanganan Masalah
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
kebencanaan

6.3.6.3
Persentase Kegiatan Yang 
Dikoordinasikan

6.3.5.1 Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP
6.3.5.2

Persentase Ketercapaian 
Perencanaan, Evaluasi Kinerja 
OPD, dan Keuangan Perangkat 
Daerah

6.3.5.3
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan 
Kepegawaian Perangkat Daerah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Kepala Seksi Keamanan & Ketertiban 
Umum

6.3.6.1.1 Jumlah Desa Tertib Administrasi 6.3.6.1.1 Jumlah Desa Tertib Administrasi

6.3.6.2.1

Jumlah laporan penyelenggaraan
koordinasi Ketenteraman, Ketertiban
Umum dan kebencanaan di tingkat
Kecamatan

6.3.6.1.1.02b
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas 
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan

Kepala Subbag Administrasi Umum Kepala Subbag Program dan Keuangan 6.3.6.1.1.01a
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang
Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa

6.3.5

6.3.5.2.1
Jumlah Dokumen Perencanaan
Evaluasi dan Pelaporan Perangkat
Daerah

6.3.6.1.1.02b
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, 
sertaTata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

6.3.6.3.1.01a
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam
rangka Penyusunan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa

6.3.6.3.1.07g
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka 
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa

6.3.6.3.1.02b
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam
rangka Administrasi Tata Pemerintahan
Desa

Kepala Seksi  Tata Pemerintahan

6.3.6.3.1
Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.3.6.3.1.08h
Jumlah Dokumen Rekomendasi 
Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa

6.3.6.3.1.04d

6.3.6.3.1

Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka 
Penerapan dan Penegakan Peraturan 
Perundang- Undangan

Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6.3.6.3.1.03c

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam 
rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan 
Pendayagunaan Aset Desa

6.3.6.3.1.05e
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka 
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan 
Perangkat Desa

6.3.5.3.2.01a Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja Pegawai

6.3.5.3.3.01a
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang Disediakan

6.3.5.1.1 Jumlah dokumen yang terlayani 6.3.5.3.1 Jumlah Aset Yang dikelola

Jumlah Dokumen Non 
Perizinan Usaha yang 
Dilaksanakan

6.3.5.1.1.01a

6.3.6.3.1.9i
Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan
Pembangunan Desa

6.3.5.3.3.02b
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6.3.5.3.2.02b Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 
Peraturan Perundang-Undangan

6.3.5.3.3.03c
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD

6.3.5.2.1.03c
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

6.3.5.3.5
Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

6.3.5.3.1.01 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 
Daerah 

6.3.5.3.2 Jumlah ASN Yang Terlayani Administrasi 
Kepegawaiannya

6.3.5.3.4
Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan

6.3.5.3.3
Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang
dilaksanakan

6.3.5.3.5.01a Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

6.3.5.3.5.02b
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

6.3.5.2.2.01a
Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN

6.3.5.3.4.01a Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

6.3.5.3.4.02b
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Disediakan

6.3.5.3.6.03c
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Dipelihara

6.3.5.3.6.04d
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi

6.3.5.3.6
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara

6.3.5.3.6.01a
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya

6.3.5.3.6.02b Jumlah Mebel yang Dipelihara


